elisfhan | hmbmgan
Industrial, adakalanya disebabkan
perbedaan persepsi dari pihak pekerja
| terhadap kebijakan perusahaan yang

Kkarena mutasi

| melokukan mutasi,
| dilakukan menyimpang dari perjanjian

| kerija atau kaitannya tidak jelas.

|. PENGANTAR.
Kehidupan ditandai

dengan éemakin kompleksnya kebutuhan

modern,

hidup manusia yang harus dipenuhi,
sehingga seseorang atau masyarakat untuk
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
adakalanya sangat tergantung kepada
pihak lain. Di sisi fain untuk dapat
menghasitkkan barang atau jasa sekurang-
kurangnya ada 2 (dua) pihak yang terkait
langsung, yaitu pekefa dan pengusaha
untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pengusaha dengan

pekerja dalam menghasilkan barang

maupun  jasa, bahwa pengusaha

MUTASI
_ . vs
DIKUALIFIKASIKAN MENGUNDURK AN DIRI

Oleh : Sahat

memetlukan adanya pekerja, begitu pula

- .Dengan

- fainnya. © Hubungan

_Sementaré di sisi lain pekerja, ada kalanya |

~ kaitannya dengan operasional perusahaan |

Berkenaan dengan hal tersebut pehuiis

- mengajak - sidang  pembaca untuk
mendiskusikan apakah mutasi merupakan
N S ____

pekeria secara sosiologis dan spiritual, |
bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan. | -

demikian, antara pengusaha

dengan pekerja merupakan dua pihak yang

saling membutuhkan dan tidak dapat saling

meniada"km-antara yang satu dengan yang

antara pengusaha

dengan pekerja tersebut dalam peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan

disebut dengan istilah *hubungan kerja”.

Pengusaha dalam pelaksanaan

hubungan kera serta untuk kelancaran

operasional perusahaaan, adakatanya peru

melakukan mutasi terhadap pekerjanya. |

sulit untuk dapat menerima - pelaksanaan

mutasi yang diftakukan pengusaha. Oleh

|
perjanjian kerja yang dibuat atau mutasi [

karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan

yang dilakukan pengusaha tidak _ada

alias kriterianya tidak jelas.

AN HUKGUE VOLUIE V TAHUN KE-X, 2008



kebijakan pengusaha, bagaimana pekerja

menyikapi  mutasi  yang  dilakukan
agar - mutasi tersebu,t: tidak menimbulkan
perselisihan hubungan ifdustrial atau dapat

- mengarah pada moral hazard.

{1l MUTAS!L. -

|  Pengertian mutasi, sesuai Kamus
Besar Bahasa Indonesia ada 4 (empat),
salah satu adalah, " pemindahan pegawai
dari satu jabatan lain, baik horizontal
Teori

maupun vertikal”, Dan sesuai

Manajemen Sumber Daya Manusia,
Sondang P,

bukunya Manajemen

- sebagaimana dikemukakan
dalam
Abad 211 bahwa yang dimaksud dengan

Siagian,

* penempatan adalah penugasan- seseorang

untuk menduduki jabatan,
menyelenggarakan fungsi, dan
“menjalankan  aktivitas. Pengertian

Penempatan berlaku bagi karyawan baru
yang menempuh maupun yang tidak
serta
karyawan lama yang mengalami promosi,

 menempuh  program  orientasi

alih tugas, alih wilayah atau demosi.
pengertian mutasi menurut Manajemen

Sumber Daya Manusia jauh lebih luas, jika

pengusaha, serta bagaimana pelaksanaan

Dari kedua pengertian tersebut,

~ dibandingkan dengan pengertian mutasi
" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia |
“maupun karyawan. yang fbariz, dimana
- promosi, alih tugas maupun alih witayah |

. ‘sehingga untuk membatasi pembahasan |

- akan
dihadapkan dengan tugas yang sangat]

 hal demikian, bukan hanya kinerjanya yang k

~ cenderung
~ produkfivitasnya  pun

~ tersebut berlangsung lama, situasi yang |

karena, pengertian mutasi tersebut bagian ||

mutasi bagi karyawan tama dapat berupa | *

atau demosi dalam suatu perusahaan, |

kita, mutasi yang dimaksud dalam tulisan

ini adalah mutasi bagi karyawan lama yang ||

ditakukan secara horizontal atau alih tugas

mupun alih wilayah, dan bukan mutasi :

dalam arti promosi ataupun demosi,

Menurut teori manajemen sumber §

daya manusia, bahwa kinerja seorang |

cenderung  menurun  apabila

menurun - akan  fetapi
rendah, §

misainya, karena merasa jenuh dan |

makin

melakukan banyak kesalahan. Jika hal |

kepuasan yang rendah, dan akan dapat |

menimbulkan keinginan untuk pindah ke |

perusahaan.

! Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPH, Manajemen Abad 21, hal 151.
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! Sehingga -untuk mah timbulnya as:

| yang demikian, perusahaan perlu menempuh

| suatu kebijakan mutasi yaitu, memindahkan

| pekerja dari suaty kerja, lama ke suatu kerja

Iain, dimana mutasi tersebut tidak berakibat |

pada perubahan status yang bersangkutan

{ dalam jenjang jabatan, bentuk tanggung jawab

dan jumiah penghasilan pun tidak berubah. Dan

| yang berubah adalah fungsi dan tanggung

| jawab sehari-hari dengan harapan kebosanan

dan kejenuhan dapat dihilangkan atau paling

| tidak dikurangi.

Prakteknya, adakalanya pekerja sulit
untuk menerima mutasi. Demikian juga dalam
hal penempatan, baik penempatan pekerja baru
maupun pekerja lama, pengusaha sering
menghadapi kendala dan tantangan. Adanya
dan

kendala tantangan ~ yang = dihadapi

pengusaha antara lain, disebabkan;

Ja. Masih banyak perusahaan yang belum

memprakiekan penempatan karyawan baru
berdasarkan
pengetahuan,

‘pemahaman yang fepat

tentang keterampilan,
penguasaan, minat dan bakat.

. Perusahaan masih  menganut

organisasi yang memperlimbangk'an faktor

usia dan

- karyawan ‘menggunakanya

sebagai dasar afasan untuk di promosikan.

% bid, hal 153. '

% pasal 1 angka 15 UUK No. 13 Tahun 2003.
¢ Pasal 1 angka 14 UUK No. 13 Tahun 2003.
® Pasal 57 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003,

kultur

¢, Kiteria aih tugas Tan ain wllayah (mutas:) ?
- yang tidak sefalu jelas.

.'Belum memasyarakatnya penilaian kinea |
yang berorientasi ke masa depan, selain ‘
dimaksudkan sebagai - instrumen yang |

menentukan tingkat kinerja masa lafu dan

‘untuk

kenaikan gaji atau upah berkala bagi para ‘ '

digunakan mempertimbangkan
~ karyawan2,

Mutasi  ditinjau  dari  hukum
ketenagakerjaan adalah  didasarkan pada
hubungan kéaja.‘ yang difakukan berdasarkan |
perjanfian ‘ kerja yang mempunyai unsur |
pekerjaan, upah, dan perintah3, Dari rumusan |
tersebut ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat
perhatian yaitu : Perfama, Perjanjian Kerja, |
merupakan suatu perjanjian yang dilakukan |
antara pekerjaiburub dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak
dan kewajiban para pihak 4.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian

kerja dapat dilakukan secara lisan maupun |

tertulis. Kecuali dalam hal hubungan kerja ]
ditakukan untuk waktu tertentu, pembuatan |

perjanjian kerja dipersyaratkan harus dibuat |
secara fertulisS. Lain halnya, - apabila hubungan |

ket diakukan unfuk waktu Gidak tetentu (pekeria |

tetep) peuaulm keqa dapat cibuat secara lisan.
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[ Namun dipersyaratkan ~ pengusaha ~ wajib

" untuk membuat surat pengangkatan yang

isinya  sekurang-kurangnya  memuat
keterangan; nama dan alamat pekerja/buruh;
tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan;-dan
besarnya upah €. Dicantumkannya istilah
"Perjanjian. Kerja” dalam rumusan hubungan
kerja  dimaksudkan bahwa . terciptanya
berdasarkan

antara  pekerja

hubungan kerja  adalah

| kesepakatan dengan
| - pengusaha yang dituangkan dalam bentuk
| Perjanjian Kerja dan sekaligus sebagai alat
bukti adanya hubungan kerja. Kedua, unsur
hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan,
upah dan. perintah. Makna unsur disini
adalah bagian bahwa dari hubungan kerja
yang harus dipenuhi. Oleh karena, jika salah
satu unsur tersebut tidak lerpenuhi, maka
“hubungan tersebut tidak- dapat dikatakan
sebagai hubungan kerja. Adanya unsur
| perintah dalam hubungan kerja menunjukkan
| bahwa pekerja harus bekeja di bawah
| perintah pengusaha - (hubungan
kewibawaan). Apabila seandainya tidak ada
bekerja di- bawsah

maka perjanjian kerja tersebut

kewajiban untuk
. perintah,
tidak merupakan suatu hubungan kerja,

§ pasal 63 UUK No. 13 Tahun 2003. .
” Pasal 93 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003.

® Pasal 93 ayat (2) huruf f UUK No. 13 Tahun 2003.
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-~ Dengan tunduknya pekerja kepada suatu |

lermasuk bagian dari perintah atau tidak.

{pengusaha) untuk minta kepada Pengadilan ;

menmpekerjokan, bak karena kesalahan sendiri §

‘pengusaha, dalam hal ini pengusaha wajib tetap
tetapi adalah suatu bentuk perjanjian lain. :

peraturan perintah, berarli pekeria tidak ada §
kebebasan untuk bertindak. Sehubungan
dengan hal tersebut, bagaimana seandainya
pekerja menolak mutasi. Apakah -mutgsi

Apabila mutasi bagian dari perintah, maka ;

penolakan pekera atas perintah dapat |

dikategorikan sebagai pengingkaran adanya }
hubungan kerja atau perjanjian kerja. Hal|
tersebut, sesuai Pasal 1603V KUH Perdata, |
dapat mefﬁpakan alasan penting bagi majikan §

(Pengadilan  Hubungan  Industrial) agar.

hubungan kerja dinyatakan putus.

Sementara unsur upah sebagai hak pekerja,

yang merupakan imbalan dari pengusaha atas |

suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan | -
alau yang -akan dilakukan. Kalimat “telan’ |
dilakukan, adalah sesuai asas pengupahan, §
tidak dibayar,
pekerjalburuh tidak melakukan pekerjaan’. Lain |
halnya, bila-pekerja bersedia melakukan pekerjaan |

yag teleh dijanjiken tetapi pengusaha tidak |

dimana upah apabila

maupun halangan yang seharusnya dapat dihindan |

untuk membayar upah pekerja ®.




I tercermin dari isi perjanjian kerja,- yang
sekurang-kurangnya memuat ; '
~a, Nama, alamat perusahaan, dan jenis
o usaha;

i. b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
 pekerjalburuh;

Jabatan atau jenis pekerjaan;

tempat pekerjaan;

Besarnya upah dan cara pembayaran;
Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan

-~ o 2 o

kewajiban pengusaha dan pekerjalburuh;
L 9 - Mulai dan jangka wakiu bekerja;

i h. Tempat dan tanggal perjanjian kefja

dibuat; dan
i. Tanda tangan para pihak dalam
perjanjian kerja ®,

Sehingga dengan adanya hubungan Kerja
yang dilakukan dengan perjanjian kerja,
pengusaha mempunyai hak mengelola
sumber daya manusia untuk mencapai
fujuan  perusahaan - (Pengttsaha- dan
Pekefja), dengan memperhatikan kaidah

hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

[ Il. DIKUALIFIKASIKAN 'MENGUNDURKAN
DIRI.

‘Sebagaimana disebutkan di atas, apakah
_mutasi .

| Smppe————

bagian  dari

® Pasal 54 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003.

" Ketiga unsur- .hubungan kerja tersebut | .
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dalam hal ini dilakukan melalui pengkajian dari |
‘beberapa putusan lembaga penyelesaian f

pertama, - menyatakan bahwa mutasi adalah
merupakan hak mutlak pengusaha, karena}
mutasi sebagai- bagian dari unsur perintah, |
sehingga maka wajib untuk melaksanakannya. |
P‘endapat'lti‘dua, menyatakan bahwa mutasi
adatah mierupakan bagian dari syarat kerja dan
merupakan  hak  pengusaha,  sehingga j
pelaksanaannya perlu  diatur sebelumnya |
dalam perjanjian-kerja, peraturan perusahaan |
atau perjanjian kerja bersama.

Pembahasan permasalahan mutasi |

perselisihan hubungan industrial.
Putusan Pengadilan Hubungan industrial pada
Pengadilan Negeri- Kendari“No, . 04/G/2006/PH. §
Kendari, tanggd 15 September 2006, dolam f
"migtasi adalah merupakan hak prerogative pimpinan
mengurang hakhak pekeria dan membahayakan |
kesehatan kerja”.
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tidak, -d- bagaimana bila pekerja i
menolak mutasi. Karena, mutasi tersebut tidak i
-sesual - dengan  perjanjian - kerja, - tidak ||
diperjanjikan sebelumnya atau tidak jelas]
- glasan mutasi. - 1
Terhadap persoalan tersebut ada 2 (dua) f
pendapat yang berkurang yaity Pendapat |



gugatan pekerja terhadap kasus  pemutusan
| hubungan ke yang. dilakukan pengusaha,
Dimana pada awalnya pekerja adalah. sebagai
-supir mobil box, kemudian dimutasikan dibagian
|gudang untuk membantu Helper. Pekerja
| menolak mutasi yang dilakukan pengusaha,
| karena mutasi dari supir- dimutasi ke bagian

| gudang tidak sesuai dengan keahlian pekerja.
| Sehingga pekerja tidak masuk bekeria dan
| penjadikannya sebagai perselisihan hubungan
| industrial dengan jenis perselisinan pemutusan
| hubungan kerja secara sepihak.

Dalam persidangan Pengadilan Hubungan
 Industrial, Pengusaha  menggjukan - gugatan
| Rekonvensi dengan mengernukakan bahwa pekerja
sejak tanggal 19 Juni 2006 s/d 27 Juni 2006 (8 hari)
| secara bertuna-turut tidak masuk bekerja {mangkin)
 tanpa §in dan pemberitahuan, balk secara lisan
{ maupun tertulis, dan pengusaha telah melakidan
| panggien secara petut sebenyak 2 (dua) kal, tanggal
| 21 Juni 2006 den tanggal 26 Juni 2006. Sehingga

bersangiutan  dikusaiffkasiken  mengundurkan  dir
sebagdmana Pasad 168 Undanglndang
Ketenagaketaan Nomor 13 Tahn 2008,
Besdasarkan pertimbangan fersebut, Majelis Hakim
Pengaditan Hubungan Industial, menyatakan peketja
dikualfikasikan mengundurkan dir '-

[ Pertimbangan tersebut . didasarkan  atas

- | demikian juga halnya dengan pindah rumah.  §

menggangu  kelancaran pekerjaan,

rangka

™

Pertimbangan  Majelis Hakim Pengaditan |
Hubungan  Industrial  tersebut, = jika§.
dibandingkan dengan  pertimbangan - Panitia |
Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat, |
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun |
1957 dalam putusan Nomor : 7/58VIOI/C |
tanggal 16 Juni 1958, berpendapat bahwa .
Pemindahan {mutasi) buruh dalam rangka |
usaha melancarkan jalannya = perusahaan
termasuk kebijakan Pengusaha, begitu juga
halnya - dengan pemindahan rumah. Dalam
kasus ini,:'-;f- pada awalnya pekeria bersedia
dipindahkan, akan telapi kemudian pekerja

menolaknya. Sehingga penolakan pindah |

rumah seperti yang dilakukan pekerja tidak §

tetapi |
walaupun demikian pekerja menolak perintah :

yang sudah disetujui adalah fidak layak, f
sehingga Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan  Pusat, agar
pengusaha mempekerjakan pekerja kembli
dengan ketentuan pekerja harus pindah rumah
seperti yang ditetapkan pengusaha dan upah |
selama ﬁdak - bekerja dibayar. Terhadap
putusan tersebut Prof. Iman Supomo, SH , |
berpendapat bahwa Pemindahan burub dalam |
usaha
perusahaan termasuk kebijaksanaan majikan, |

memutuskan

melancartkan  jalannya

19 prof. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4), hal. 65.
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yang dimi

[ Pindah. rumah - seperti -

fitetapi buruh sebelumnya telah menyatakan
| kesanggupannya untuk pindah rumah, sehingga
| penolakan - buruh kemudian untuk pindah
{ umah, berarti buruh mengingkari - janjinya,

| Sanksi terhadap pengingkaran janii ini, alah
| batainya perjanjian ~ pindah ~rumah danatau
| pembayaran ganti rugi oleh buruh, tetapi-bukan
sekali-kali putusnya perjanjian kerja.

Dari ‘kedua putusan tersebut, pelaksanaan
| mutasi adalah berdasarkan pada operasional
| perusahaan.  Sehingga pelaksanaan - mutasi

_merupakan -bagian dari kebijakan dan hak

prerogatif pengusaha, ditambah dengan syarat
i bahwa pelaksanaan mutasi tersebut -tidak

mengurangi - hak-hak pekerja dan tidak
membahayakan kesehatan kerja.

Hal int, senada dengan pendapat pertama
| diatas, dengan tanpa mempertimbangkan ada

 tidaknya pengaturan -mutasi dalam Perjanjian
Keq'a, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian
| Kerja Bersama.

Permasalahan . yang sama,

berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan

1 Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta
[Pusat  No.  15B/PHLGI2007/PN.JKT PST,
tanggal 30 Agustus 2007, bahwa dafam kasus
Pemutusan Hubungan Kerja Majelis Hakim

| mempertimbangkan bahwa hubungan kefja

| antar pekerja dengan perusahaan diatur dalam

ntakan - dafi
buruh, tidak menggangu kelancaran pekerjaan,

perjanjian Kerja, peraturan perusahaan dan |
perjanjian - kerja “bersama, dimana selurth i
peraturan- tersebut tidak boleh  lebily rendah §
kuantitasnya dan- kualitasnya dari peraturan |
perundang-undangan. Sementara pekerja liQak

miliki pefjanjian apapun, baik perjanjian kerja,-

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

bersama, “untuk - menjamin haknya - memifiki i

kelonggaran atau setidaknya memilii ruang
dialog dengan pekerja dalam hal' mutasi. |
Namun; - pekerja
pemyataaﬁ‘ébagi -Pengusaha, sehingga surat |
pemyataan tersebut dapat dianggap sebagaill

ada: membuat  surat

syarat atau perjanjian kefja antara pekefja

dengan pengusaha. Berdasarkan hal tersebut, |

Majelis-Hakim berpendapat, karena pengusaha |
memiliki hak mutlak melakukan mutasi; maka ;

penolakan mutasi tersebut berarti penolakan |
bekerja pada pengusaha. -
Selanjutnya - mempertimbangkan,
Upaya-upaya

mempertahankan

adanya |

untuk - membela - dan §

haknya  ° dengan |

menyebarluaskan - informasi  mengenai |

perselishannya -dengan pengusahé, menurut §

Majelis hakim merupakan upaya-upaya yang |

tidak melanggar hukum dan dilindungi hukum.

Karena itu, alasan tersebut fidak dapat |

digunakan - ‘unfuk melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja.Sehingga, |

Majelis - Hakim mengabutkan  pemutusan |

hubungair kerja dengan alasan menolak mutasi
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dan bukan berdasarkan kesalahan berat atau
alasan mendesak sebagaimana disampaikan

pengusaha. Oleh karena penolakan mutasi
tersebut  merupakan . pelanggaran - atas
| perjanjian kerja, pekefia berhak atas sejumiah
konpensasi pemutusan hubungan kefja yang
{ terdiri dari uang pesangon sesuai 1 kali Pasal
' 156 ayat {2), uang penggantian penghargaan
| masa kerja sesuai 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan
| uang penggantian hak sesuai dengan Pasal
1156 ayat (4), hak cuti yang belum diambil serta
{ upah yang belum dibayarkan hingga putusan ini
; diputus,

| Melihat pertimbangan Majelis Hakim
P_engadilan Hubungan- industrial DKl Jakarta
| diatas, dapat disimpukkan bahwa pengusaha

| karena adanya surat pemyataan - pekeda
sebagai bagian syarat keda afau- pefjanjian
kerja, sehingga pekefja berkewajiban - untuk
| melaksanakan mutasi. Apabila pekerja menofak
§ mutasi, pekerja dapat melakukan upaya-upaya

| untuk mempertahankan hak dengan ketentuan
[ tetap melaksanakan kewajibannya untuk tetap

masuk bekerja seperti biasa. Oleh karena,
| apabila pekerja menolak mutasi dengan cara

 tidak masuk bekerja, maka pekerja dapat
| dikualifikasikan i
sebagaimana diputuskan Pengadilan Hubungan
| Idustial pada Pengadian Negeri Kendari, No. :
d 04/G/2006/PHI Kendari, tanggal 15 September 2006.

mengundurkan
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disamping  pertimbangan mutasi,

memilii hak mutiak untuk melakukan mutasi, |

™

Perlu"disampaikan, bahwa dari pertimbangan §
Maielis Hakim Pengadilan Hubungan' Industrial
khususnya pada Pengadilan- Negeri Kendari, |

menurut §

hemat kami ada 2 (dua) hal yang peng
mendapat perhatian, sehubungan dengan hak |
pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya
karena dikuafifikasikan mengundurkan dir yaitu: §

a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan [

Pasat 156 ayat (4}, , khususnya untuk uang

penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan ditetapkan 15% dari uang |
- pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat. 5

Maijelis Hakim mempertimbangkan bahwa,
oleh karena pekerja tidak berhak atas uang |
- pesangon, uang penghargaan masa kerja,

maka penggantian hak atas perumahan
~ ‘dan .pengobatan sebesar 15% dari
pesangon dan uang penghargaan masa |

kerja haruslah -ditolak. Hal ini sesuai |

dengan Surat Menteri tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rl No. B.60OMEN/S!- |
HK/VIII005 tanggal 31 Agustus 2005 |
- perihal uang penggantian perumahan serta

- pengobatan.

b. Uang pisah, sesuai kelentuan Pasal 168 |

ayat :(3) bahwa mengenai besamya dan |

- pelaksanaan uang pisah diatur dalam |

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

_pefjanjian kerja bersama.



W,

Oleh karena, besaran dan pelaksanaan

uang pisah fidak diatur perusahaan dalam .

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan

~ atau Perjanjian Kerja -Bersama, oleh

karena, pekerja berhak atas uang pisah,
maka Majelis Hakim -menetapkan sendiri
besaran uang pisah dengan mempedomani
perhitungan uang penghargaan masa kefja,
sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (3).

PINDAH KERJA ANTAR BADAN USAHA
TIDAK SAMA DENGAN MUTASI

Seiring dengan perkembangan iimu
pengetahuan dan teknologi seria diikuti
dengan semakin ketatnya persaingan
diantara dunia usaha, mendorong timbuinya
pengelolaan dunia usaha melalui kelompok
usaha, group usaha atau Holding
Company. Maksud pengelofaan dunia
usasha yang demikian adalah untuk
mensinergikan berbagai  aspek, . seperti
aspek SDM, keuangan, perp'aiakan," mega
marketing dan berbagai aspek lainnya.
Sementara di sisi lain, keuntungan yang
diperoleh dari pengelofaan perusahaan
melalui kelompok usaha atau holding

company, antara lain; mandii dalam hal

-~ resiko; biaya operasional lebih efisien; hak

pengawasan ~ lebih besar; pengontrolan

lebih mudah dan efektif, kemudahan

)

“sumber -modal, dan ‘akurasi keputusan yang }

diambil.  Namun - secara “yuridis, .pengelolaan

perusahaan yang demikian, kemandirian atau

kedudukan  hukum  dari -masing-masingf
perusahaan atau Badan Usaha yang bergabung |

ke dalam kelompok- usaha atau Holding }

Company tidak menghilangkan tanggung jawab §
sebagai subyek hukum. B

Terkait dengan aspek SDM, khususnya
hubungan
pengusaha; *pengelolaan perusahaan dalam §
Kelompok Usaha atau Holding Company fidak
ukan  akibat
pelaksanaannya. Namun, pada saat adanya -

kerja - antara pekerfa dengan |

menimbulkan hukum  dalam

pemindahan ‘pekerja antar badan usaha dalam [

suatis kelompok usaha atau Holding Company. |

Hal tersebut, dapat menimbulkan dampak I
hukum- yang terkait  dengan peraturan |
efundang-indangan  ketenagekeriaan  Khususnya ‘
menyangkut hubtmgan kerja. Pemindahan pekeqa |
dalam satu kelempok seha atau Hokding Company |
dijau aspek hubungan kea, berdasarkan huum |

exdetzin  addah bersia perorangan yang I
mafakukan ikatan hubungan kerja antara-pekerja ?
dengan pengussha, sehingga dengan adanya :
pemindzhan pekerja antara Badan Usaha dalam |
suakil kelormpok ussha atau Holding Company dapat |
dikatakan sebagal pemindahan hubungan kerja atau |
pemindahan perjanjian kerja, karena teleh terac |
perubahan pihak pengusaha tauperberi kerja.
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[ Dengan adanya perubahan pihak penguseha |

§ atau pemberi kerja dalam suatu perjanian‘keria,
f imbul pertanyaan, bagaimana bila seandainya

¥ pekeria tidak bersedia- untuk- pindah -apakah |

| dapat dikatakan menolak perintah (mutasi), dan
 bagaimana bita pekerja bersedia. |

' Secara keperdataan, hubungan kerja
bersifal perseorangan  antara’  pemberi
kerja/pengusaha  dengan . pekefja yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga
| pemindahan pekerja antara pengusaha/badan
usaha yang berbeda diperakukan adanya
kesepakatan dari pekefia. Tidak adanya

kesepakatan pekerja atau pekerja tidak |

| bersedia untuk pindah pada perusahaan/badan
Jusaha yang baru, tidak dapat dikategorikan
sebagai mengundurkan diri  atau . menolak
perintah.  Hal tersebut
| Mahkamah Agung No.175 K/PHI2007 tanggal
F24 September 2007, dalam pertimbangan
hukumnya mengemukakan bahwa kesediaan
I pekerja untuk dimutasikan ke PT. B dari PT.A
§ tidak dapat dianggap sebagai -mengundurkan
diri, karena ketidakielasan kedudukan dalam
fhukum pekerja dan mutasi tersebut dafam
) kenyataannya sudah  terjadi  pemutusan
| hubungan kerja antara PT. A dengan pekerja,
yang selanjutnya felah terjadi hubungan kesja

fbaru antara pekerja dengan PT. B, karena |

diantara PT. B dengan PT. A merupakan
Badan Usahayangberbeda e
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sesuai  putusan |

tidak . jelas

"Adapun keputusan PTA untuk melakukan
“mutasi - terhadap- pekeria ke PT. B,{
"+ merupakan fakta telah nyata bahwa PT. A
* telah  melakukan pemutusan hubungan
~ kerja {(PHK) secara sepihak kepada pekerja |
 tanpa alasan yang jelas. ' _
- Sehingga perlu  menyatakan hubungan §

keria putus, dengan menghukum PT. A
memberikan ‘- kepada pekerja  uang
pesangon 2 x , uang penghargaan masa

: -kel}amud Pasal 156 ayat (2) dan {3) UU.

No. 13 Tahun 2003, uang THR Tahun 2005, |

. uang pengganhan cuti tahun 2005, upah |
‘butan Agustus 2005 dan upah bulan

. Sept_ember._ 2005 sampai dengan bulan
~ Februari 2008. =

Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah

.Agung membatatkan putusan Pengadilan f
- Hubungan Industial pada Pengadilan |
- .. Negeri Tanjungkarang No.: 05/6/2006/PHI- |

PN.Th tanggal 14 Nopember 2006 yang
mempertimbangkan bahwa pekerja tidak

menjalani mutasi yang diberikan oleh |

Peruséhaan ke PT.B dengan alasan
dianggap  sebagai §

pelanggaran . disiplin. Menolak

perintah- atasan adalah alasan yang

~tidak benar. Sehingga memutuskan

menyatakan sah Surat Keputusan

PHK pengunduran diri yang dilakukan

o -pengusaha



[ V. MENGATUR PELAKSANAAN MUTAS!,
Peraturan’

.. perundang-undangan
ketenagakerjaan secara umum telah mengatur
-mengenai hak dan kewajiban antara pekerja
dengan pengusaha. Akan fetapi mengenai
pelaksanaan mutasi itu sendiri Undang-undang
ketenagakerjaan fidak mengatumya, walaupun
secara eksplisit ada mengatur salah saty hak
pekerja, bila terjadi pemutusan hubungan kerja,
yaitu uang panggantian hak atas- biaya atau
ongkos pulang uniuk pekerjaburuh  dan
keluarganya kefempat dimana pekerja/buruh

- diterima bekerja 1. .

Oleh. karena, mutasi merupakan kebijakan
perusahaan dan ftidak diatur bagaimana
pelaksanaannya dalam peraturan perundang-
undangan kelenagakerjaan, sehingga mutasi
tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dan
syarat kerja yailu hak dan kewajiban antara

- pengusaha dan pekerjatburuh yang belum diatur
- dalam peraluran perundang-undangan 12.

Dari pembahasan diatas, bahwa
mutasi adalah bagian dari pelaksanaan
hubungan kerfa dan merupakan kebijakan
pengusaha untuk mencapai tujuan perusahaan.
Namun, dalam prakteknya dapat menimbulkan

perbedaan persepsi bagi pekerja dan bafhkan

"' Pasal 156 ayat (3) huruf b UUK No. 13 Tahun 2003.

| Industriahs ;juga merupakan wadah pengaturan

dapat-mengarah- pada moral hazard terhadap §
Untuk
mencegah hal tersebut, maka sangat dipertukan

pelaksanaan mutasi- itu  sendiri.

adanya .. pengaturan pelaksanaan mutasi di |

perusahaan.

‘Pengaturan  Syarat  kerja.  yang

didalamnya - termasuk  mengatur
dilakukan

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau |

mutasi,

pengaturannya  dapat melalui |

Perjanjian - Kerja -Bersama. Oleh Karena, |

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja

Bersama diskmping- sebagai sarana hubungan

pelaksanaan dari - Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 200314
Sehingga  perjanjian
perjanjian  kerja

kerja,  peraturan §

perusahaan, bersama }

merupakan- sumber hukum yang bersifat |

otonom di perusahaan, sifatnya mengikat bagi |

pekerja dan pengusaha.

Perlunya pengaturan  pelaksanaan mutasi

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan

atau' Perjanjian Kerja Bersama, sesuai |

pertimbangan. putusan -Pengadilan Hubungan §

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 158/PHI.G/2007/PN.JKT.PST, }
tanggal 30 Agustus 2007 bahwa, untuk |

"2 Penjelasan Pasal 111 ayat (1) huruf ¢ UUK. No. 13 Tahun 2003,

© pasal 103 UUK No. 13 Tahun 2003.

" Pasal 81 ayat (2), Pasal 93 ayat (5), Pasal 158 ayat (4), Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (3) UUK

No. 13 Tahun 2093.
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menjamin - hak = pengusaha melakukan
mutasi,: maka pelaksanaan mutasi- periu

| diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan

| - Perusahaan atau Perjanjian Kefja Bersama;
Oleh karena, melalyi perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
- bersama, terdapat ruang untuk dialog

antara - .pekerja dengan  pengusaha

mengenai pelaksanaan mutasi tersebut.

Melalui pengaturan tersebut, pelaksanaan

mutasi dapat dilakukan secara . adil

(Faimess), ftransparan  alasan  dan

tujuannya  (Transparancy},  menjamin

kejelasan pelaksanaan mutasi

(Akuntabiltas) dan menjamin di dipatuhinya

peraturan tersebut (Responsibility). Sebagai
perwujutan prinsip pengelolaan perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance).

. PENUTUP.
Sesuai perkembangan pelaksanaan
hubungan  Industrial, antara
pengusaha dengan pekerja/buruh adalah

dimana |

saling membutuhkan, dan tidak dapat saling
meniadakan antara satu dengan yang lain.
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Sehingga.pelaksanaan: mutasi tidak. dapat lagi |
dikatakan sepenuhnya merupakan hak mutiak g
atau-hak proregratif pengusaha. Oleh karena, |
mutasi tersebut merupakan bagian dari syarat | |
kerja. - Demikian - juga halnya dafam hal |
pemindahan pekerja antara-badan usaha dalam |
satu group-atau kelompok ‘usaha atau Holding .
Company tidak dapat dikatakan sebagai mutasi. |
Untuk mencegah timbulnya moral hazard dalam §
pelaksanaan- hubungan kerja, diperiukan |
adanya pengaturan pelaksanaan mutasi atau §

pindah ket dalam satu perusahaan, kelompok |

usaha-folding company yang diméhgkan'dalam i
Penjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau
Pedanjian Kerja Bersama. Dengan adanya
pengaturan tersebut, maka pelaksanaan mutasi
atau -perpindahan pekerjaan dapat dilakukan
secara adil, ransparan, akuntabilitas, dan dapat ||
dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian timbulnya perbedaan |
terhadap |

kebijakan pengusaha dapat diminimalisir.

persepsi  dipihak  pekerja/buruh

Sekian dan terima kasih.
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